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BAR 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Membangun bangsa agar warganya memiliki
tingkat kesadaran hukum vang tingoi, bukanlah suatu
pekerjaan mudah. Hal itu memerlukan berbagai  teknik,
prasarana dan sarana, serta melibatkan berbagai unsur
baik dana maupun sumber daya @manusia. Waktu yang
diperiukan untuk semua itu tidaklah sedikit dan tidak
cegampang membalikkan telapak tangan. Pembangunan
bangsa vang berdasarkan hukum baik bagi  pencari
keadilan maupun para penegak hukum memerlukan konsics-
tensi dan kesinambungan, apalagi dalam era vang
serba komplekes dan masyarakat vang majemuk memerlukan
perhitungan vang matang dengan segala dava dan upava.

Pelakzanaan pembangunan vang dilakuban di bawah
pemerintah Orde Raru selama kurang lebih 30 tahun,
vang oleh sebagian oprang dikatakan sebagai orde
pembangunan, dapat dilihat betapa pembangunan hukum
macih tertinggal di terngah hiruk-pikubknva pembangunan
ekonomi yang terus dipacu. Bleh karena itu, tidaklah
mengherankan Jjika di sana—sini dapat dilihat keter-
tinggalan ‘Qukum dalam mengejar dinamika pembangunan

bidang vang lain.
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Lemahnva sumber dayva manusia di  bidang bubum
{sebagian aparatur penegak: hukum}, peraturan hukum
vang sebagian besar masih peninggalan kelonial, dan
penegakan hukum (Jaw enforcement) yang lebih bertumpu
kepada teorli daripada law Iin asctrion  {(bukum dalam
kenvataannyal, adalah sSebagian dari persoalan-—
persealan mengapa  hukum belum mengeijawantahkan
sebagian faktor e=sensil dalam hidup bernegara dan
berbangsa.

Salah satuw sarana yang sangat penting dalam
upaya peningkatan kecadaran hukum masyarakat, adalah
melalui penyuluhan hukum vang dilakukan agar
masyarakat mengetahui dan memahami isi peraturan
bubkum, mengenal hak dan kewajibannya sebagal warga
negara, serta memiliki kepatuhan dan ketaatan terha-
dap bukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam
Garis—Garic Besar Haluan Negara (GBHN)Y Tabhun 1998
Bidang Huhkum, dinyvatakan sebagai berikut:

{ipava mendorcong tercapainva kemantapan kadar

kesadaran bukum masvarakat sehingga setiap

angaota masvarakat menvadari dan menghavati

secara cerasi hak dan kewajibannvya sebagati
warge negara, serta meningkatkan tegiatan

penvuluhan hukum bagi masvarakat dan
penyelenggara negara secara lebih terpadu  baik
dalam materi penvuluahan mauvpun Sasaran

penyuluhan.

RBerdasarkan arahan BGBHN di atas, dapat dilihat

bahwa sasaran penvuluhan hukum itu adalah masyarakat




dan prenvelenggara negara. EKedua unsur tersebut
memiliki fedudukan sentral bagi tegak atau  tidaknya
hukum,

Masvarakat sehagail pengguna sekaligus bhasis
dari pelaksanaan hukum menginginkan, agar hukum itu
mampu  mengakomodasi seluruh kepentingannvya dan  ber-
harap agar penyelenggara negara mengeluarkan
rebijakan—kebijakan vyang mampuw mendorong lahirnva
participasi masvarakat yang didasari oleh nilai
intrinsik vang bersumber pada masyarakat itu
sendiri. Hal ini hanya mungkin tercapal jika proses
lahirnva kebijakan—kebijakan itu berasal dari proses—
proses  vyang tumbubh dan berkembang dalam masyarakat.
Kadang—-kadang suatu kebijakan dalam bentuk peraturan
hukum ditolak oleh masvarakat dan pelaksanaannya
harue ditangguhkan demi menghindari konflik vang
berkepanjangan.

renundaan berlakunya Undang-undang Nomor 14
Tahun 17992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
adalah salab satu contoh betapa proses—-proses  sosial
vang ada dalam masvarakat memegang peranan  penting
dalam mengakomodasi kebijakan-kebijakan vang diambil
oleh pemerintah., Di sinilah arti pentingnya penvuluh—
an tukum, cleh karena melalui penyuluhan bukum, dapat

dibhindari timbulnva konflik antara tepentingan




masyarakat dan kebijakan pemerintah.

fipabila hal tersebut di atas dihubungkan dengan
kondisi sosial masvarakat Daerah Tingkat II Kabupaten
Maros, dapat dilihat banyaknya kebijakan pemerintah
Kabupaten Maros vang kurang akomodatif dengan
kepentingan masyarakat yang harus dilindungi,
sehingga partisipasi masvarakat kurang maksimal.
Salah satu kebijakan itu adalah Persturan Daerah
Nomor 11 Tahun 1923 tentang Pengelolaan Persampahan
dalam rangka meniadikan Kabupaten Maros sebagai kota
bersih dan meraih Adipura,

Setelah empat tahun berjalan, hasil vang di-
harapkan dari peraturan tersebut sangat minim,
partisipasi masvarakat masihb sangat rendah, padahal
dana vang dikeluarkan untuk ity cukup besar. Setiap
peraturan menjadi salah s=satu penvebab rendahnya
esadaran bhukum masvarakat dalam menunjang Kabupaten
Marcs csebagai  kota bersih. Kasus di atas hanvalah
salah satu contoh betapa suatu peraturan tidak dapat
berbuat banvak dalam pelaksanaarmya, jika tidak
dituniano cocleh sosialisasi yang baik. Fenyuluhan
hukum sebagai salabh satu teknik mensosialisasikan
suatu peraturan, dibarapkan mampu membangkitkan

participasi aktif warga masvarakat.
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Bertitik tolak dari hal tersebut di  atas,
penulis tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul:
EFEXTIVITAS PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI  DAERAH TINGKAT 11

KARUPATEN MAROS.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah vang di-
ﬁaparkan di aias, penulis merumuskan masalah sebagai
-berikut? - .

1. Bagaimanakah metode/teknik penyuluhan bukum vang
dilakukan di Daerah Tingkat II Kabupaten Maros?

2. Apakah penyuluhan hukum  yang dilakukan di
Kabupateﬁ Maros selama ini dapat aeningkatkan

fecadaran hukum masyarakat?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bentuk penyuluhan hukum vang
konduncif dalam meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat.
b, tntuk mengetahui hubungan penvuluwhan hukum
dengan peningkatan kesadaran hubum masvarakat.
2. Kegunaan Penelitian

a. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerin-




tah BDaerah Kabupaten Maros dalam meningkatkan
besadaranhukum masvarakat., khususnya tenaga
penvuluh dalam me!laksanakan tugasnva.

h. Niharapkan meniadi acuanm bagl peneliti  berikut-
nva vang mengadalan penelitian tentang penvulu-
han hubkum dan besadaran hoakum mazsyarakat,

1.4 Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian penulis adalah Daerah

Tingkat Il Kabupaten Maros. Adapun vyang menjadi

alasan  sehingga daerah ini dipilih, tkarena di

Labupaten Maroz telah dilakukan Penyuluhan Hukum

aleh Femnda setempat, tetapi nampaknya masih ada

warga massvarabat vang belum mentaati hukum.
2. Jenis dan Sumber Data
Foangumpt! an data dalam penelitian ini  adalah
zarhalal hepipbut:

5. Nt prdimer sqita data vang bersumber  langsung
doimt regspondsan vanyg ditemut di lokasi penelitian
dalam hentull wawancosra.

b, Data sekunder adalah data yang bersumber dari
rennolaban dan pengkajian dengan cara membaca
dan mempetlaiari literatur—literatur seperti

bubu-tikn,  diktat. surat kabar, majalah, hasil




penetitian dan  dolumen—dobumen serta putusan
Denqad}]an vang erat bLairtannya dengan masalah
skrip=1 ini.
I. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka pengumpulan data primer, mak a
telbnilk pepnaumpulan data yang digunalban adalah:
a. Observasi
Obhservasi dilakukan denqan_cara melakukan
pengamatan secara langsung atas setiap qejala
vang  timbul di lokasi penelitian. Hal init
bertuiuvan untul memudahkan memperocleh data
terbadap hal-hal vang akan diamati.
b. Angket/Kuesioner
Fenggunaan anqket dalam penelitian ini quna
mengumpulkan data dari responden dengan mengaju-
ban daftar pertanvaan tertulis, kemudian dijawab
dan dijigil sesual petuniut yang diberikan. Materi
b an, Aan di=e=zirzttan  dengan permasalahan,
d=nuarn mabzud semperoleh deta dan informasi yang
ads relevantinya denqgan tujuan penelitian.
c. Wawancara
Untuk melenghkapt penqumpulan data primer,
mabta penulice duga melakukan wawancara terhadap

peiahat Ll terkait, seperti pada FkKantor



Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maros,
Pengadilan Negeri Maros, Kejaksaan Negeri Maros,
Xepolisian Resort Maros dan Tokoh masyarakat.
Populasi dan Responden
Penentuan responden  ditetapkan secara
representatif atas populasi. Adapun besarnya
responden angket ditetapkan sebagai berikut:
a. Praktisi hukum 23 orang
b. Warga masvarakat 2% orang
c. Pegawai Negeri/Swasta 23 orang
Teknik Analisis Data
Dalam rangka pengumpulan data, maka data
primer vang diperoleh akan dianalisis cecara
kuantitatif dengan menggunakan tabulasi fre-—
kuenci dan persentase, sedangkan data sekunder

akan diclah dengan analisic kualitatif.
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mengendzlikan pertentangan kepentingan kehidup-
an manusia menjadi keadaan teratur dan mantap
perlu dipertahankan terus menerus dalam waktu

vang lama.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, penvulu-
han  hukum bertujuan agar bukum dapat difungsikan
secara efektift dem: tercipianva ketertiban dan
ketentraman dalam masyvarakat.

Mengacu pada kenyataan dan pendapat tersebut,
penvuluhan hubkum dilatarbelakangi oleh kondisi  atau
peristiwa—peristiwa hukum vang terjadi dalam masvara—
kat, seperti vang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin
Farid (1995:7) bahwa:

Segala perbuatan vang mengganggu perimbangan
perimbangan pelanggaran huakum, petugas hHukum
wajibt mengambil tindakan-tindakan vang perlu
guna memulibkan perimbangan huakum.

Tindakan vang diambril ocleh petugas hukum sesuail
makna vang tercsirat dari pendapat pakar hukum pidana
di atas, adaleh upays melatukan penvyuluhan bukum agar
waraa masvarakat dapat mespunyai hkesadaran  huakum
untuk  menaati  hukum. Memberikan penyuluhan  hukum,
maka wuwrgensinva  adalah memberikan pemahaman vang
mendasar  Vepada warga masyarakat agar mempunyal
kesadaran hukum,

Penvuluhan hukum dilakukan berdasarkan atac
enyataan—tenyataan seperti di atas, dan dapat pula

disebabkan turangnva kesadaran  hukum masyarakat
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terhadap penerapan suatu undang—undang. Palam hal ini
Marwan Mas (1996:11) mengemukakan:

Masalah kesadaran hukum masyvarakat, sebenarnva
bermila pada usaha untuk mencari sahnvya suwatu
peraturan perundang-—-undangan sebagail akibat dari
pelbagai permasalahan vang timbul dalam penerap—
arnnya., Ja timbul karena dalam kenvataan, masih
banvak warga masvarakat yvang tidak sadar hukus
dan tidak menaati bhukum yvang berlaku.

Pandangan di atas, kalau dihubungkan dengan
kegiatan penvuluhan hukum yvang dilakukan olebh para
penegak hukum adalah tepat, karena umumnvya masvarakat
vang belum mpemabami suwatu undang—undang, sehingna
undano—undang itu tidak dapat diberlakukan secara
efektif. Upava untuk mengefektifkannya, dapat dilaku-
kan melalui penyuluhan hukum dengan  harapan warga
macsyarakat mengetabhui dan memabami materi hukum
hersangkutan, serta dapat menjadi penggerak pesbangu-—
nan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Goediono.
D, -(1985:225} tentang kekuatan pengaturan hukum
huboun, sebagai berabut:

Eetuatan pengaturan dari bukum dalam masvarakat
telah mengembangkan ajaran hukum sebagal alat
pengoerak pembangunan, vakni ajaran fungsional
vang pada gilirannya menumbuhkan ajaran hukum
sebagal sarana kritis sosial.

Pendapat di atas, ada kaitannya dengan ketidak

sadaran hukum masyarakat akan hukum vang diberlakukan



Larena hkadang hukum ituw dilanggar dan tidak ditaati

masvarakat. Soerjono Soekanto dan Mustafa abdullah

{1987:9} mengemukalban:

erat
itu,

~pada

Faktor-faktor vang dapat mempengaruhi ber-
fungsinya kaidah hukum dalam masvarakat, vaitu:
1. Kaidah hukum/peraturan itu sendirig

- Petugas/penegak hukumg

- Fasilitas; dan

. Masvarakat.

oK)

Rahkan, urgensi penyuliuvhan hukum pun  berkaitan
dengan faktor-faktor tersebut di atas. Untuk
berfungéinya hukuun dalam masyvarakat, terletak

hukum ity ditaati atau tidak. .

Pelaksanaan penegakan hukum vang dilakukan oleh

penguasa sesuai apa vyang ingin dicapai dalam

masvarakat. Untuk efektifnya penegakan hukum, Marwan

Mas (19956:19) mengemukakan:

Untuk efektifnva penegakan hukum, para penegak-—
nya harus mampu berkomunikasi dengan warga
masyarakat, sehingga mendapatkan pengertian,
pemahaman dan penghargaan dari golongan sasaran.
Sebagai panutan, ia juga harus dapat memilih
waktu dan kondisi vang tepat dalam memperkenal-
kan peraturan hukum yvang baru., Dengan harapan,
sasaran dan tujuan vang dikehendaki benar-benar
tercapai dan mampu menggairahkan partisipasi
aktif warga masvarakat untuk mematuhi hubum vang
berlaku.

Memperkenalkan peraturan hukum sebagaimana

pendapat di atas, dapat melalui  penvuluhan  habkum

tepada masyarakat luas. Meskipun penegak hubum  dalam

melaksanakan bhukum senantiasa mendapat rintangan,
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tetapi hal itu dapat diotasi dengan cara melakukan

penyitluhan hukum agar warga masvarakat menaati hukum.
Berlakunvya kaidah-kaidah hukum dalam masyvarakat
menurut Soeriono Soskanto {(1987:82), dibwedakan atas

tiga kekuatan, vaitu:

1. Kaidah hukue berlaku secara yuridis, apabila
penentuannya didasarkan pada kaidah vang
lebih tinggi tingkatnya (Hans Kalsen), atau
bila berbentuk wmenurut cara vyang telah
ditetapkan ({W. Zevenbergen), atau apabila
menunjukkan bhubungan keharusan antara suatu
kondisi dan akibatnva (J.H.A.Logeman).

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis,
apabila kaidah tersebut efektif. Artinya,
kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya
oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh
warga masvarakat (teori kekuasaan), atau
kaidah tadi berlaku karena di  terima dan
diakui oleh masyvarakat {(tecri pengakuan).

. Kaidah hukum berlaku secara filosofis,
artinva, sesuwal dengan cita-cita hukum
sebagai nilai positif yang tertinggi.

.

¥aidah hukum berlaku secara sosicologis, sangat
erat kaitamnya dengan kesadaran hukum masyvarakat,
Timbulnya tssadaran hubkum disebabkan vang bersanghkut-
an  menasati hubam dan mau menerima substansi suatu
Yetenptuan hukum, misalnva, dalam sistem §liHPidana
vang mengandung larangan. Andi Zainal Abidin Farid
dan Rachmad barc {1995:51) mengemukakan:

Sistem KUHPidana mengandung larangan orang
bertindak sendiri untuk menegakkan hukum vang
dilanaggar, vang bertubungan dengan prinsip bahwa
cegala delik adalah soal negara, bukan soalnva
seceprang.
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2.2 Indikator Kesadaran Hukum

Indikater kesadaran hukum  masyarakat, dapat
ditetahui melalui pendekatan sosiologis dan penerapan
hubum  dalam masyarakat, Tekanan yvang diberikan pada
aspek ketertiban dalam proses  penegaban hukum,
munghkin cekali disebabkan karena hukum diidentikkan
dengan penegakan perundang-undangan. Dalam penegakan
hukbum ataw perundang—undangan, sering dijwnmpai ber-
bagai hambatan, karena kurangnva kesadaran huakum
masvarakat.

Marwan Mas {1276:11} mengemukakan sehagai
borikut:

Di dalam proses pembangunan nasional, masalah
kezadaran hakum  tidak hanya dilihat sebagai
suatu  perscoalan  penataan terhadap peraturan-—
peraturan  hukum saja. Akan tetapi lebih dari
itu, bahwma kesadaran hukum masyvarakat diharapkan
menjadi indikator vang mampu mempercepat proses
pembangunan secara keseluruchen.

Masalah Eecsadaran hukum masvarakat, sebenarnva
bermula pada uzabha untur mencari sahnva suatu  per-—
aturan perundang-undangan sebagai akibat dari
berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapannya.

tebibk laniut Marwan Mas {(1996:17) bahwa dalam
kenyataan, masih banyak warga masyarakat vang tidak

sadar hukum dan tidak meraati hukum vang berlaku.
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S=zlain i1tu, timbulnya masalabh kesadaran hukum karena
masih sulit untuk menentukan tentang apa sebenarnyva
hakikat kesadaran hukum, sebagaimana tingkatannya
serta bagaimana pula cara menumbuhbkannva sekaligus
membinanva, terutama adanva perbedaan kontras antara
kesadaran hukum warga kota dengan warga pedesaan atag
sebaliknya,

Kesadaran hukum menurut Paul Scholten (Achmad
Ali, 1980:28), adalah sebagai berikut:

Yesadaran hukum atau nilai—nilai yang terdapat
dalam diri manusia tentang hukum vang ada atau
tentang hukum vang dibharapkan ada.

Penegasan di atas, terfockus pada nilai—-nilai
bagaimana seharusnya hukum i1tu difungsikan dalam
masvarakat baik pada mazvarakat kota mavpun masyara-—
rat di pelosok pedesaan.

Menurut Scerjono Soekantc (1982:159), kesadaran
huvrum adalab:

Mazalah nilai-nilail, koncsepsi-konsepsi  abstrak
di dalam dirl manucsia,; tantann keserasian antara
betortihan dennen VYetrtenstraman vang dikehendak?
atay sepantasnva.

Milai-nilai atau konsepsi—fKonsepsi  sebagaimana
pandangan Soerjonre Soekanto ini menandakan, bahwea
nilai dan etika terletak dalam diri cetiap manusia,

rramun tidal semua manusis mempunyal kesadaran  hukum,

kairena kesadaran bubum muncul dan meletak pada diri
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fiveia  Jika vang bersanghutan telan memahami  serta
meraza takut akan sank=i jika vang  bersangkutan
melangoar hubum.

Olehk Larena itu, lahirnva kesadaran bukum
masvarakat dimulail seialk adanva pemahaman dan  rasa
takut akan sanksi suatu peraturan, atau karena yang
hersanagkutan sudah merasa jera dihukum sebagail akibat
telah melakukan pelanggaran hukum.

Dewasa ini, masih saja tampak adanva gejala-
géjala vang cenderung untuk 1lebih mementingkan
tetertiban dalam penegakan hukum di Indonesia,
padahal penegakan hukum sebenarnva  bertujuan untuk
menciptakan ktedamaian dalam pernauvlan hidup manusia.

Fada umumnya ada kecenderungan, bahwa penguasa
lebith menekankan pada masalabh ketertiban, dalam
masyvarakat,; sehingga dilakukan penvuluhan hukum agar
Teazyaratat dapat lebih memahami dan mentaati hukum,
Adapuan indiketor vang mengkonkretkan  kesadaran

bbb dalam macwvarabtat, dikemukakan oleh

1. Llaw awarenes: altau pengetahuan tentang per-
sturan—-peraturan hukum.,

2. Law acquaintance atau pengetahuan tentang isi
peraturan—-peraturan hukum,

X. legal attitude ateu sikap terhadap peraturan-
peraturan hakum.

4., legal behavier atev pola-pela perilaku hukum.




Berdazarkan pendapat terssbut distas, terdapat

empat hal polchk

4

vang haruse digpshami, vaitu peraturan

:..a

hukum, 1si peraturan itu, sikap terhadap peraturan
itu dan perilaku hukum. FKeempat hal tercsebut adalah
saling berkaitan dalam kaitannva dengan penvuluhan
hukum.

Menurut hasil simposium kesadaran hukum
masyarakat dalam masa transicl vang diprakarsai  oleh
Badan Fembinaan Hukum Nasional (BPHN) disebutkan
bahwa kesadaran hukum meliputi  {Soerjono  Soekanto,

A982:160): At

R

—
. pengetahuan terhadap hukum,

1
2. penghayatan terhadap tukum, dan
2. ketaatan terhadap hukum,

Berdasarkan indikator kesadaran hukum di  atas,
dapat disiépulkan bahwa tumbuhnya kesadaraiy hukum
masyarakat dikonkretkan melalui pengetabhuan terhadap
peraturan  hukum, kKemudian isi peraturan hukum  itu
dihayati. Femahaman dan penghayatan terhadap hukum,
pada akhirnva akan senimbulkan pola perilaku warga
masvarakat sesuai dengan ketentuan hukum vang bev-
laku. Di =inilah peranan penvuluhan hukum  berfungsi

Suntuyr menumbubban indikateor kecadaran hubum.,

Galah =zatu fungsi houkum  yang didukung oleh

besadaran bhukum masyarabkat dalam pembangunan nasional

menurut Mocohtar Eusumaatmaje (Abdurrahman, 19279:32)
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adalah  hubkum sebagai sarana pembaruan. 0Oleh karena
1tu, Jika hukum berfungsl secars efektif dalam
masvarakat, hukum dapat dijadikan sebagal sarana
untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Upaya
vang dapat dilakukan untuk menumbuhkan dan membina
kesadaran hukum masvarakat, adalah melalui penerangan
hukum, penyuluhan hukum, bantuan hakum, serta
keteladanan para pelaksana bukum dalam menegakkan

hukum.
2.3. Efektifitas Hukum

: Buatu peraturan atéu-ketentuan hukum dikatakan
berlaku secara efektif, apabila hukum tersebut sudah
memasyarakat serta ditaati ocleh warga masyarakat.
Jadi, bukan saja csekadar bahwa hukum diberlakukan,
tetapi sekaligus dapat berfungsi selaku secial con-
trial dan alat pengendali dalam kehidupan masyarakat.

Hukum berlaku efektif, apabila bukum itu ditaati
ocleh masvarakat. Tanpa unsur seperti itu, kesadaran
hubum dalam wmasyarakat tidak akan dapat terwujud
dengan baik sesual dengan twiuan dibentuknya peratur-
a2 bhukum,

Dikatakan hukum berlalu secara efektif, apabila
cuatu kEstentuar hubum vang dibterlakubkan atav diterap

kan dalam masvarakat, sudah dipraktikkan dalam
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Dalam rangka memberlakubkan bukum secara efektidf,
Qoerione  Soekanta  {(1720:37) mengemukakan sebagail

berikut:

Hukum dapat diterlakubtan secara efektif, Jika
hukum itw sudah memasvarakat dan telah diterap-
kan dengan sankei yang tinggi, karena hanya
dengan adanya rase takut serta  memabami  suatu
aturan  hukum, nukus alan  berlaku  sebagaimana
mestinva.

Perihal proses penegakan hukum, secara asumtif
juga terdapat pelbagai macam pengertian. Misalnya,
seorang petugas vang setiap hari hidoup dalam konteks
Letertiban semata-mata akan menganggap, bahwsa
renegakan  bukum adalah identik dengan penegakan
tetertiban semata—-mata. Dalam hal ini Reonny Hanitijo
Scemitro (1982:435) berpendapat bahwa: "polisi, hakim
dan jaksa dalam setiap hari menegakkan hubum”.

Bahkar, dalam pelaksanaan penegakan hukum, tidak
hanyva dilakubkan oleh para penegak hokum, tetapi  juga
oleh masyarakat 1tu zendiri. Satiipto Rahardic
119801482y mengemut b on balea genegakan hukum buksn
saiz kewaiiban para pernegsk hubkum, tetapi kewajiben
macvarakat zada wTumnya,

Bi ltain pihak, Soesrjonce Socekanto (3937:52%

mengemulakan, sebagai berikut:




Fenegatk bpukum merupakan warge masyarakat, yvang
mempunyal hat dixn kewaiiban  tertentu, vakni
menegabkan dalam arti mesmperlancar hukum. Gleh
karena 1fu, Fesadaran masyarakat =angat
menunjang efektivitas hukum dan penegakan hubum.

Akhirnva, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanva
beoadaran hukumnm  masyvarakat, ketertibkan tidak akan
terwiiud, Apabila warga masvarakat mematuhi keotentuan
hukum  vyang berlatu, berarti telah ada penataan
terbhadap hukum vang berlaku, meskipun belum menjamin
tingginva tahapan efektivitas hukum bersangkutan.

Percoalan ketaatan hukum menurut H.C. ¥elman
{Achmad Ali, 1988:31) sebenarhya merupakan suatu
tahapan secara kualitatif vang dapat dibedakan dalam
tiga tahapan, =zebagai berikut:

1. Compliance, vaitu iika seseorang menaati
suatu  ketentuznn  hukum  untuk  menghindarkan
diri mendapat ganjaran sanksi bukum. Iz taat
buban karena yvakin pada tujuen kaidah hukuwm
tersebut,

2., Identification, voeltu jika seseorang menaati
suatit  ¥aidah hokum  agar  hubungan  baiknya
dengers  warga mazyvarshat tertentu tetap  ter-
jaga. Juga  ads  kemungkinan hanva agar
bptibungnn haiknys dengan pelaksara habom tetap
teriaoca dengan baib,

=, Ix f rusdizatinng waitu Jikao EESESE ang

i suatue baidah  hukum, benar—-berar
ma zrara inteincsil sesusi dengan nilai-
nllal vang di anutnva. Inilah  tahapan ter-
tinggi di dalam efeltivitas hukum.

Perdasartan betigs tahapan kualitatif hkesadaran
hukum masyarahat, Achmad Ali (1988:31) menyvimpulkan,

sehapai berikut:



Zuatu  ketentuasn hubum dianggap semiliki efek-
trvitas tertinggi, iika sudah lebib baryak warga
masyarakat wvang taat karena memang ketentuan
hutlte 1tn sesual dengan nilai-nilai  intrinsik
vanyg dianutnva. Jadi ketaatan internaliration.

Dapat dikatakan, bahwa masalah kesadaran  hukum
wang bherperan a2lahirkan efebtivitas hutum, merupakan
bagian vyang =tvategis dalas kehiduapan  bukum  suatu
bangsa. Meckipun selama ini pembangunan hukum masih
3auh tertinggal dengan pembangunan sektor lain
{elonomi dan politik}, tetapi kesadaran hukum
masvarakat veng tinggi dan profesicnalisse para
pelaksana  hubum, dapat dijadikan pendorong untuk
mengejar ketertinggalan pembangunan hukum. Hal  1tu
berarti, kesadaran hukum tidak hanva dilihat sebagai
persealan penaatan terhadap hakum, tetapi  kezadaran
Gukum macsyarabat diharapkan menjadi indikator dalam

mereforsasi pembangunan huibum secara menyeloruh.
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PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Riwayat Singkat

Fabupaten Maros adalabh salablh satu dari 23
Fahupsten/¥otamadva vang berada dalam wilayah
Propins: Sulawesi Selatan. Sebelum terbentuk sebagai
abupaten tersendiri, Maros berada dalam wilayvah
Kabupaten HMaksssar vyang terdiri dari Pangkep dan
Marcs dengan ibukots Poengkaiene, sedangkan Maros
sendiri waktu ity terdiri dari 18 {(empat belas)y buah
distirik,

Setelah berlakunya Undang—undang Nomor 29 Tahun
1957 (LM, Thn. 1952 No. 74, TLN No. 1822} tentang
Pem—hentukan Dasrah Tingkat II di Sulawesi Selatan,

Maros resmi meniadi suatu kabupaten dengan  luss

wilavah 1.58Z7,1°9 A vang terdiri darl empat buah
wilayah b=zcamatan denpan 446 (empat pulub enam)  buah
desa, Srlanjuinva, pedlcasan wilavah Eotamadva Ujung
Fandang {(Makasear} dan perubahan nama dari Makaszar
menjadl Uiung Fandang berdasarkan Feraturan
Femerintah Momor 51 Tahun 1971, maka wilayat
Eabupaten Maros diambil-alib sebagian dan masuk

wilavah FKotamadya UWiung Pandang seluas kurang Iehib

F‘" . -
15,07 ¥ vang mencakup lima buah desa. Wilayah
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reesut  diberi nama wilayah Kecamatan Hiringkanava
rotamadya Ujung Fandang.
bengan demilian, luas wilavah Kabupaten Maros

vang  semula L.837,17 MY beviurang senjadi 1.501

KMY dengan empat buah wilayvah Hecamatan serta 41 buahi

aelurahan vano lenglapnyva =ehagai berikoet:

1. Kecamatan Maroz Raru dengan luas wilayah 438,79
M dengan  Jumlah Desa sebanyak tujuh  buah  dan
Felurahan sebanvak enam buah.

2. ¥Kecamatan Mandal dengan luas wilayah 424,31 KMZ
dengan jumiah Desa sebanyak enam buah dan
Kelurahan sebanvak satu buah,

. ¥Fecamatan Camba dengsan luas wilayah 484,50 M-
dengan Jjumlah Desa sebanvak 12 buah dan  Kelurahan
sehanyak satu buah,

4. Kecamatan Bantimurung dengan luas wilayvah 271,41

KMZ dengan jumlah Desa sebanyak enam buah  dan

Felurahan cehanvak satu buah.

Bahwe atas dazar cejaraln periombangan wilovab
crrbansi hreil e rembangunar Orde Haruo, maba
Fatwnaten  Dasrab Tingkat I1 Maros aban dimekarien
menjadi 7 ¥ecamatan dengan tambaban  tiga Fecamatan

vang baru, vang menurut rencana nama  dari  ketiga
Kecamatan tersebut dapat diliha* pada tabel 1 d3

Lawah ini.




Tabel 1

Jumiash Dese dan Xelurahan Di Kabupaten Maros

i Mo, | Epcamstan : Desa |, Kelurahan [Jumlah)
? 1. ' Mandai ? 2 ? o ro1y }
? 2. ! Tanralili ? 17 ? t ro14 ]
} =, ? Camba E 13 ? 2 TR
PoA 1 Mallawa ! 10 1 Doz
? 5, § Rant imurung § 12 } 2 L 14 E
? &. } Maros Baru ? 11 ? 13 i 28 E
} T ? Mareos tltara ? 10 } 1 v 11 }
‘: a. E Fec. Maros Baru 3 o ': 2 d " :
| | Utara ; ; " :
i 9. ) Kec, Tenralili ;7 a o
{ 10. | Kec. Mallawa U 1 =/
: : Jumlah r 94 zo | 128
Sumber Data: Fggécr Statistik Kabupaten Maros, Tahun

Sebzgai realisasi  dari pemnekaran wilayah

Fecamatan bkaru, maka dengan pertimbangan speed of
contrele akan dibentuk Lembaga Pembantu Bupati ¥epala
RBaprab Tingkat II Maros vang meshawahi VYecamatan-

boramad;

5y yang secara geografis jauh dari Ibukota

nl

Yabhupaten.
Mengensi  luas tizp Kecamatan vang terdapat di
Fabupaten DRasrabh Tingkat 11 Mareos, dapat dilihat pads

tabel di bawah ini.




Tabel 2

fuas Wilayeh Perkecamatan Di Eabupaten
Daerab Tingkat II Marocs

' Nomor ! Fecamatan © o Luaz (Em=) !
1 1
' 1. Mandai : 75,84 '
: ; i :
! 2. Tanralili : I94,08 !
¥ 1 ) )
i i i [
: I Camba ; 272,14 :
1) 1 ! [ ]
i ] i 4
: 4. | Mallawa : 205,42 '
] ] r 1
i i 4 ]
: S Bantimurung : 241,47 :
' g : '
H 5. Maros Baru 1 305,87 i
: ' ; '
; i Maros Utara : 162,87 !
¥ ) ] ]
i [] 4 [
t g. ! Kec. Maros Baru Utara : I7,24 :
: : ; '
H GRS kec. Yanralili : 206,058 7
1 3 r 1
# L] L ¥
i 10. Kec. Mallawa : 102,45 2
¥ 1
I L
' : Jumlah ¢ 3.680,4886 :

Sumber Data: Kantor Statistik ¥abupaten Maros, Tahun
1993.

b. Keadaan Geografis

¥abupaten Maros terletal antara 809 450 -
509,071 Lintang Selatan antara 1099, 20d_y208  mysur
Timur, yang berbata=zar dengan:
- Sebelah Utara Fabupaten bati I FPanghkep;
- Sebelahk Selatarn Kotamadya Dati II Ujung Pandangj;

- Sebelah Timur dengan kKabupaten Dati II Bonesj

- Sebelah Barat dengan Selat HékaSEar.




c. ¥eadaan Tanah

Secara  keseluruvhan luas tanabh pertanian dalam
wilayah kabupaten Daerah Tingkat IT Marcs adalah
1641.912 Ha, dan terletal pada ketingoisn antara 75 —
102G meter dari permukaan laut, ¥eadasn permukaan
tanah sebagian berlereng, vaitwe TZ,727 dar: luas
wilayah #abupaten Daerah Tingkat I Maros vang
mencakup daerah seluas 44.278 Ha.

Keseiuruhan”. areal pertanahan di Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Maros, dapat digeolongkan dalam
bertiagal hentuk  peruntukkan dan  penggunazn tanah,
selragai berikuty
1. Feanah pemukiman {perumahan) seluas 8.072,61 Ha.

2. Tanah persawahan seluas 23.2581,30 Ha.

5. Tanah tegalsn stau tanah kering seluas 19.159,185

Ha.
4. Tanzh portebunan seluas 28.03% Ha.
T, Hatzn szluss 707 Ha,

leir—1zin seluas 20.5897,94 Ha.,
Berdzoarkan keadaan tereebut, dapat diketahui

ahwa nade umumnya benntuk  penggunsan tanah dalam

bl
1ol

wilavah Koabupaten Daerab Tingkat Marozs adalah

urrbuk keperluan pertanian. Hal ini relevan dengan




mata  pencaherian uvtama  penduduek Habupaten Daerah

Tingkat II Maros vaitu petan:i,

d. Penduduk

Adapun pendudu¥k vang mendiami Yabupaten Paerah

Tingtat I Maros menurut Hats +3ng dipercleh  tabun
1998, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel =
Penyebaran Penduduk Perkecamatan Di Kabupaten
Daerah Tingkat II Marcs

i Nomor ! ¥ecamatan i Penduduk (Org}!
; 18 ; Mandai ; 28,788 ;
; 2. E Tanralili E 20,124 ;
; Z. 5 Camba ; 25.729 E
5 4. ; Mallawa ; 11.415 5
; . ; Bantaimurung ; 42.646 ;
; &, 5 Marpos Raru E 25.771 E
; 7. ; Maroz Ltars ; 76.524 5
; 3. { Kec. Maros Baru dtara 5 10,327 ;
f 9. ; ¥ec. Tenralili E 20,827 ;
; 16, ; Kec. Mallawa ; 10,121 ;
E " Jumlah ; 294.5 ;

Sumber Data: #antor Statistibk Yabupater Marce, Tahun
19798.



Wile Y arg Ytevdiq: der: 10 wilevah Fetamatso,
g¢itumni eleh ME4,56 liwa dan fecamatan  vang peling
banval penduduknya adalab bkecamatan Maroc Utara dan

vang paling cedikit adalah Kecamatan Mallawz.
3.2 Metode dan Materi Penyuluhan Hukum

a. Metode Penvyulubhan Hukum

Upayva para penegak bukum di  Kabupaten Paerah
Maras untuk meningkathkan kesadaran hukum masyarakat
#i daerah ini, dilakukan dengan metode penyuluhan
hukum yang befvariasi bentuk dan caranva.

Bleh kKarena itu, metode penyuluban  Bukum  di
daerah 1ini sangat erat kaitannva dengan Remampuan
aparat penpegask hukum dan  kondisi  masyarakat per-—
kotaan, sertz masyarakat vang tinggal di dserah
pedalaman atau di Decse.

Metode vang dilakukan para penegak hukum dalam
memberikan materi—materi penyuluhan hukuam kepada
masyarakat di daerah ini, vyang pada garis bhesarnva
menyvanghkut pelaksanaan penvuluhan hukum, tempat

melakeanaken penvuluhan hubkue, aparat penegabk  hukum

vang memberitan  penvuluhan, cserta  kelospok =tau
Yl aeq iyt Moacarakat sang  diberitan pernyulubhen

Bt um dengan mater: hobue tertentu. Hal ini disesuai-

e ghengan tomctisd o ddarn akituslisasi dari bidang bubkum

» macsyarakat di

g

1

vang aban dizovia

ie==it an bepads warg



Dizrdaszarkan kal tar cebut, sehinggs penvuluban
hukwn di suatu daerah, berbeda dengan cara wmelakubkan

nenvuluhan hubum  di daerab lain., Hal itu dilatar-

telabkangi oleh  tingkat besadersn hudius  @sasyarakat
=etempst dan  Iovalitas aparat nsnegak hubkus dalam
rangemben lugas  dan mernsgobben hubum di tengan
mazvaral st,

Menurutl hazil wawancara, dengan aparat
pemerintah Daerah Tingkat I Maros, Achmad Ridwan

{wiawancara 1 Agustus 1993), bahwa metode penvuluban
hukum vang digunakan di Pasrah Tingkat II aarcs,

=zbagai berilut:

a

Metoce vang dilakukan para ponegal bukum  dalam
melakukan  penvaluhan hubum di daerah ini  di-
lakulan dengan cara:

1. Memberikan himbadan;

2. Caramah;

Z. Menberikan brosusr

=

o W S A =

Lo Diskusi stav berd oG5

7. Melalo: media celtat dan slebkironiil.

Auo oot — . e T o - s - _ .

Metoor Ry wluban Pidir i [nr SN Ry ternivata
W e e S e - Pl N R T T S I S
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s [ S Fram b 3o L Yo iy e e L
sanig merbs majemul. Articnye, i zdatu itenpast  Lingnal

perahaman terhzadap sustu sturaen  hukum  berbeda di
tempat lain. Hal ini dilatarbelakangi cleh berbagei
faktor, micalnva tinokat pendidikan, saransa dan

prasarana, serta klazifikasni masyarakat.




{wawancorz, 20 Okicher 1998} bhahwas

Memberikan penyvuluhan hubkum Lepada Warga
masyarakat Senzntiage materi dan metode dise-
uzikan dengan:

#, Flasifikasi warga setespat;

b, Linokungan setempat;

c. Jarak dari pusst kota;

d. Sarana dan prasarana vang tersedia.

Motode vang digunaban khysus bagi  masvarakat
vang beradaftinoggal di pusat feota Maros, iebhih

nraktis dengan cara melalkukan ceramah. Ceramaﬁ hukum
terzebut zudah lazim bagi masvarakat vang tinggal di
btz jika dibandingkan di pelosok desa.

Sehaliknya, metode vang umsum dilakukan padsa
daerah vang terpencil berupa himbauan, pengumuman,
mamberiktan bhrosur, buku paket, melalui media cetak
{surat kabar, majalah dan tabloid}), =serta media
wlektronit seperti radio dan televisi.

Memborikan  himbauan, bukan sais dilakukan di
tetapi jugas dilakukan di pusat kota.
HeEnganivrhan, memerintahkan  untuk  mentaati atau
mematuhi, certa memahami suatu ketentuan  perundang-

mndangan  dan  peraturan pemerintsh atau  peraturan

lzinnva, jugs seringkali dijumpai di daerah perkots-

Tl




Himbauan tersebut, dapat dilakukan secara
lisan, tertulis, baik lewat alat pembesar cuara di
suatu tempat, di atas mobil (rellingl); maupun melalui
media elektronik seperti radin, televisi.

nkan tetapi, penyvulubsn hukum  dengan metode
himbauan seperti yang dilakukan di kota jika diban-
dingkan di desa, sulit dilakukan karena terbatasnya
zarana dan prasarans.

Metede penyuluhan hukum dengan cara memberikan
atau membagikan buku paket dan brosur, Juga sudah
dilakukan pada masyarakat kota dan desa yang rupanya
metaode ini jauh lebih tepat jika dilakukan secara
lisan, seperti metode himbauan, karena dengan mem—
bagikan paket atau brosur vang berizi materi  hubkum
tertentu dianggap lebih efektif. Masvarakat tidak
terlale sulit mengenalisiz, mencerna, dan  memahami

ey

zteri hukur disuluhban.,

i

— — H ba ’ 1 g
foiv Amrulialy,  tokob masyaranat

{wawancara L Jutlji 1999) menislastar  habwa matoed

1]

renyuluhan hukum vang digunakan  beqrdampal positif,

Selama dilakukan penyuluhan hukum di wilayah
¥abupaten Daerah Tingkat II HMaros, kesadaran
masvarakat sudah mulail nampak, terutama dalam
hal teriadi tindak kriminal. Hal ini suatu
bukti bahwa penvelenggaraan penyulubhan hukum di
daerah ini dapat meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat.




Melakubkarn  penvalohban holius, berarti sada upava

iale] dil

.
Il!

tukan  pars  pencgeb hukumg agar warga

masvarakat mengetahbui, memahami dan menghayati mater:
Rukum  wvang berlsku. Zelanjuinya, warga masvarakat
dikarapkan menaati peraturan hubkum tersebut.

Ranghalan pelaksanasn penyulvhan hukwe dengan
metode  vang diktemulakan tersehot, secars rinci, di-
temubakan zebagai berikut:
1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Fenyuluhan hukum  dilakukan karena peraturan
hukwms itu dianggap penting untuk diketahui oleh warga
mazyaraket. Para penyuluh harus pandai memilih metode
dan waktu vang tepat dan disesuaikan dengan kondisi
masyarakat, agar materi hukum vang disulubhkan mem-
herikan hasil vang positif dan sesuai dengan  tujuan
penyuluhan hukum 1tu sendiri.

Abasiab,; Jaksa pada fFejaksaan Negeri Maros

{Wwawancara, 4 Agusius 17278} aenjelaskan sebagali

Fenyuluban hulua dilahukan bissanya disesuaibain
dengan artualicazi peranan dan pEntingn o
Letentuan tersebut dipahami dan diteati zeluruh
lapi=zan macvarakat, seperti i{hdang-undang Monor
14 Tabhun 1772.

Memberikan penyuluhan hukum  dengan materi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, it dilakuban pada
saat undang-undang sedang diberlakukan dan akan lebih
dimacsyarakatkan agar undang-undang inli dapat berlaku

cecara efektif.




vanyg pendoduanya banyak sesbava sendata taiam tanpa

1992 =ebagai berilkut:

Lupaya masvarakat lebih memahasmi  dan dapat
memahami certa mentaati Undang-undang Momor 12
Tahun 1931 tentang Senjata fApi dan Hahan FPele-
dak, dilakukan penyuluhan hukusm  pada  tingkat
pedesasn atau di daerah—dasirah terpencil vyang
banvalk terjadi pelanggaran undang—undang ter-
=gbutl.

Dengan  menganalisis  kedua pendapat vang di-
rEmukakan di atas, dapat dikstakan bahwa penvulubhan

hubum vang dilakukan di kabigpaten Maros disesesuaikan

dempan btondisi dan tingkat  pendidikan masyarahkat

1778}

2. Rondizilparizsiisa PREtete teriadi dalas
masyvarakats

L. Pentingnys suatu undang—undang, peraturean
dicebarluaskan;

. Karena ada Lecenderungan mazyarakat
melaktukan kejahatan dan pelanggaran  barens
tidak memahami dengan baik akibat yang dapst
ditimbulkannva.

Meshipun sudah berulang ali dilakuban

penvaluabkar hukum dengan materi huekos vang =ana,




PR TN T S N b b S T N _
e S alow nicveEntuan ity tidak dlﬁf ahltikian O Lkl

ditaati, penyulahan hukum 1tu tidak mencapal  sazeran
vang diinginkan, sebab tuiuvannyr trulkar Z=3a

memasyarciatian bokum cemala, e

L,

ditaat

Darlar memiliibh materil hukum yaog disoluhsan,
penvelenggera  meltakubkan herbagail  pertimbangan vang
dizesuzilarn dengan kondisi masyarakat,; dan  usumnya
dilakukan padz deza binaan.

fdapan va2ng dijadikan pertimbangan dalam
memilih suatu desa menjadi desa binaan Kadarbkum

menarut  Muh. Darwis Manaf, aparat Pemda Tingrat 11

Mairos (wawancara, 172 Oktober 1998) mengatakan:

l. Fertimbangan berdasarkan kepadatan penduduk
2. Pertimlzangan hkerdasarkan luas suatu wilavah
decz/tecamatan.

Lo

. Pertisbangan berdasarkan tingkat rendahinva
tesadaran hukum masyarakat.

4. reritimbengan  mengenal frekuensi terjadinva

ting¥at kepjahatan/pelanggaran hubum,

2. Tempat Melakukan Penyuluban Hutkum
Fenvuluhan hukum jugsa disecuaiban dengan

erta =arana dan prasarana yang toersedia,

Fondisl

serta letak temnat penyuluhan itue dilakukan.
Menurut Remli, aparat vang melakukan penyvualuhan

huboam fwawancara, 1 Juli 1998), bahwa tempat penyulu-

har Mubuvm dilakukan pada:



1. Di gedung;

Z. Fantor Femerintah dan swastas

T. Tempat—-tempat lainnva vang cukup
ctrategis.

.

s g1 daerah oedealaman Marcs,  penyvuluhan

™
e
e
"

kukam  Adilatukan di Kantor Deca, Balai Feorstemuan

lenggara-—

=3

b -
[
11l
It

mazvarabst deoza. Fenveluhan hubkom yaeng o o
kan di  zuatu gedung, bia=sanya diprakarsslfprogram
berja =uatu organisasi kemacyarakatan vang ada di
Yabupaten Hargs., Misalnva suatu orgarisasi pemuda
wang mengundang para penegak bukum meEmberikan
penyuluhar hukom hepada warga masyvarakat dengan
metode cevamah.

i
b

1tuk mengetahuil teqpet melabkudan penvuluhan
hubum  sebagaimana vang diuaraikan di o atas, dapat

dilihet Ju: i poendaspel responden dalam tabel berikui:



T 4

1
L3I 4

"

rl

rondapat Responden Tentang Tempat Melabkubkan
Foenyuluban Hokum D1 Wabupaten Daerab

Tingkat II

Fertanyvaan 3
hubkum?

Mar

Di manakah dilakukean

=

penvuluhan

¢ Nomar Tempat ; £ : o0
¥ ] i i 1
' 1. : Yantor Pemerintahs : 28 W T§,3=;
: : instansi swasta : ; !
r ] 1 t L]
[l L) [ (] i
: 2. rantor Desa ' 1 1 13,330
1 ’ ¥ ] L]
4 (] i T [ ]
' = ] Balai Pertemuan Rakvat | 2 ) 82,67,
L) ] ] 1 r
T 1] [ [ []
H 4. . Lapangan terbuka ' a T &,87
1 ] ] [} ]
- - H
: ‘ Jumliah g 7 1 100
Sumber: Ha=sil Pengolahan angket, Tahun 1778.

Dengan demibian,

tempat gpenvuluhan hukum

letih

cering dilakukan rada Hala:l Fertemuan Rakvat
237,57, sedangban pada lapanase terhoat s oubkup
Jacara  dilaboton (hanve 6,570 mozngenaslisets anglka-

et s teroantum pards fate! T dhiatas, naapak
=i delon babwa penvoluhen hoabum yang dillzkuvan di
AP W Deane mAacih cangabt Jarang allatutan, sadahal

Jore b sehaiknya lebih  ditin
e luhan hith um ditingtat
mentherankan jika masyarakat

mazit ada vang belum mengetzhui

grathan pelaksanaan
deca, maka tidak
vang tinggal dides=sa

tentang bukum.



F. Materi Penvuluhan Hukum

Mot 1 ponosoluhan hubum cpeual data pada bantor
Deper temen Fehakiman Dasrah Tingkat I Maros dari
tahurn (9%4 campai tahun 1998, sebagai berikut:

1., Undang-Undang HNomor 14 tahun 1992 tentang
iLaiu Lintas dan Angrkutan Jalang
2. Perda dan Undang-Undairg Nomer 14 Tahun 1982
tentang Fohok-Fokok Pengelelaan Lingkungan
Hidup veang kinl telabh disempurnakan dengan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 19973
Z. Undang-Undang Nomocr 1 Tahun 1974 tentang
Fertawinrnans
4. Uﬁdaﬁg—Undang Momor o Tatwmn 1960 tentang
Pokok-Pokok Keagrariaang
T T 5L Undang-Undang Nomor 1?2 Tahun 12748+« tentang
Martotika dan Undang—undang Fsikctropika,

Materi penvoluban hoakum tersebut diatas, dapat
dipahkami btahwa ada kecenderungan masyakarat untuk
lebib mengetabul zerta mentzati  ketentuan-ketentuan
itu dalam tehidupan sehari-hari, sebab kelima keten-
tuan ite pada ueumnye hampir setiap hari diperhadapkan
Lepada masyarabkat.

Adapurn. pendapat responden terhadap materi hukum
wang paling sering dibervikan, dapat dilibat pads tabel

bimem i bty



Tentang Mater: Hobum

Froritan;ean ¢ Materi hukam  aps scjab sl yang  paling
cering digampatkan pada pervitluhan
huebum sepanjang
tahun 1955129287

Rf o= TC
Nomoe o Materi Hakum . F i %

{ Nomor 14 Tahun 1992
tentang lalu linta= dan
angkutan jalan

A Perda dan UU Lingkungan 20 26,67
hidup

. U Nomor 1 Tahun 1974 dan 32 /42,467
Ul Agraria

4, t#! Narkotika dan & 10,866

Psikotropika

S S o R o W oo E M o R o W o
e E mam W L Mk oaam e omm R e mE ohm m
R o R e m R R o R ey W m he oam W

E W e TR o MW e MW mm f W oam MW oy AW oL =g

; Jumlah . 75 1 100

Sumber: Hacil pengolahan angket, Tshon 197F

Ternyats vyang paling domiion diveritoer dales
nerviloban koebtor adalzb 0 Momer P Tt 0TTA o U
Mosmoe U o Tabwar D900 (I, 07 00 Toredia, Teede Jan ul
timotoergan Hidup (75 £7YY ) UL BMeomme 740 Tohyn 1790
(207, sedanghan JdU Narhotibe dan Foirotropikbzx hanvya

Tabah 1975 dan UU Nomor S Tahun 19480

Ternpatan materd npaling dominan, dicebabtan Yarer.

i

awinan dan kasus itanah banyak  dijumpai

3
L
{1
r
[
41
v

1)
il
-
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terhadap ‘bedus materi hulbom tersebot, dimebsod  Lan

agar asuse—kasus perbkawinan dan tanab dapzst diantici-

r
il

T T
H LA

a} Pemberi Materi Penyuluban Hukum

Sardal meniarli nendanzat  Lmm tab. ¥ ang

¥ hiabum

Lt

selams il dianggap sebagail aparat penegs
adalah mereka wAang kegiatan sehari-harinya
menegakkan keadilan dan meneraphkan hukum dalam
masyarakat, seperti: Pplisi, Jaksa, Fengacara,
Hebim, dan {.embaga Pemasvarakaten.

Rerkaitan dengan uraian di atas, Ruslan

Tahir, gprarat FPemdae Tingkat I1 Marocs  (wawancara,

14 Aguztus 19292) mengatakan:

Fegiatan penyuluhan bhukum di Habupaten Daeral

Tingbat I Marce dilakukan oleh:

i1. Policsis

2. Javeags

. Hakim;

1. Anarat Pemda, dan

S. Pihalk BFN.

Fenvusohan hukue tersebol dizelenggorakan

T [N - : = T [, [

zelain  tarena program pemerintsh, juga sda  vang

dizelenggarakan atas inisiatif swata ggrganisasi

n koordinasi dengan pihak terkait,

3
[1#]
3
in
bl
o)
s
=
-
]

mepertli Pepartemen Yehskiman, Pemda, EBFM, sehingga
wwlvhsn hubkum dapat dilaksanalan dengan baik

tzrpa efe halangan yang berarti.




b}

Penyelenggorsan  penyuluhan hubor,  Bi_canva
atas permintaan atau tawsran maszyarakat, dengan
organisaci masyarzkath, dan himbauzn pemerintan

ong iz men cengan progrem e e pada
materi oenyvo-
Tudan hakim, aparctht

pemnda bertujuan agay
materi hukum  vang disampaikan  ith, mazyarandc

dapat memahami dengan baik kemudizan dapat mentaati

1y
)
lnl L}
or
o
-
i

hulum dalam kehidupannya sehari-hari, sebat
pihalk vang msemberilan materi habum tersebutr adalah
termasuk gihab penegak hukum.
Sasaran Penyuluhan Hukum

Henaral penjelasan Ruslan Tahir, Aparat Pemda

Tinokat IT Marme {(wawancara, 1 Juli 1798},

mangetekan:  bahwa sasarsn penyuluhan hukum  dalas

wilzyah Fabupaten Daerah Tingkat TT Maros, vwajids:
1Y Povre pemoada ztac Femeja pade SEmumiyag
2Y Ibu—itwr weng teroa dalam Dharms Wanita
Ti FPoare Pegseosl Neges Sipi}
3y Tnbkntk rr\.-.u;:.-‘.:_;*"w'.'_ R

- . P B i, - [ S Dy R
palt ’_‘{*'?.”Gl’r?-:'-?; 1:‘?;"\&{“‘- HH :.'-'L‘--'-"z ‘:.(llt wie ot LT Zva T

iretangs peme-intah dalam menvelenoos»=t an begist-
- _ I N L U T b ey e L
e TS bornaiton \__!:.'ﬂgu.il ey vriihan hukio ek uw

Aha, Tzabhir Moanre, aparat Pemds Tirngtat II Maross




-
<, TCovramal,

U T I
Cromronthion tilzbuban
e O R v . o - - b
T diszslovilazhan R ISR o TN i e DAifiaah
r

f;; —*imon Vohat-iman
i bewash ind, digambarkan delsa  Lebel  pen-
dapat rasnonden terhadap polabtsanaan penyualuhan
Pokum di Daerah Tingkst 11 Mearocs, seoegai berikutl;
Tabel &
Pendapat Responden Tentang Fenyelenggaraan
Penvuluhan Hukum
Fartoenyaan : Apakah pernah dilakuban penyuluhan

huktum di dserah Anda?

N = 75

v Nowmor ) Jawaban Respondern g = : oo
‘ L}
: ; 0 1 *
i . ' ’ :
: . Pernah ' S TR
] ] ) I :
i . i l
: . 4 T'f{:",:)ld rpy—na.h . 3 , ,.,_.,‘-27:
¥ ] !
i ¢ ) :
: B ' Vadano~badang g A | T
! ! B .

. . :
*4 4 Spring ©an oas TT
+ P ; ;
. . :
: .
. ' Jumlah ! -5 A '

Sumber: Hasil pengolahan anghet, Tabun 1972,

Berdasartar  tabel di  atas, danat diketahui

hahuia shyulohan hukuom di wileavash  lLebupaten Maros
p r v

cotup serice dilakopkan denoan percentase sebanyak

Fy o Y Hanya dua orang (2,67%) vang menjewab  tidak
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memang tidek peraah sengikulil penydluhan hukun sete-—

Iah dilakubkan penoecelkan terhadapg kedua responden

4+ =
Y

i

ebut .

1

i
I

Dengan demiblian, Trebusnsi penvulubian hubum
dalam wileyas Vnabupzton Maros menurut responden 749

Ty

orang aten TR} cukup tinggi intensitaznya.

n

Untuk mizndukung intencitas

qelaksanaan

o

penyuluban buakus selama tahun 1996-1993, di bawah inl
ditemukakan dalam tabel jawaban responden:
Tabel 7

Fendapat Responden Tentang Pelaksanaan
FPenyuluhan Hukum

Pertanvaan : Setiap tahun selama tahun 1776-1778,
berapa hkalilah Anda mengikuti penvuiuhan
hukum?

M= 70

. Numor , Jewsaban hoeponden . F . PR

‘- - :

+ 1 i 1 H

' Il ] w = P T ERE ] = 1 R

. et = i 3 A gt r

r L3 H 1 3

L] i 1 1 1

! - ' A femrmndtYy Lol ] 10y "_-_"-"_' .

. . ‘ ‘ ‘

' - - e, .- - ! —_ e o '

; . 'oE fermamt bl ! ' P,

N L] i L] i

! . ! 8 (delapant sampal ' R A A

; o 30 {zmepulah) hall ; : :

r r i 1 £

I :

' ' TyimYah ' 7ae R S 218 y

Cumber: Hzail penenlatan anglbet, Tahun 1993,

Bardeocorien jawabon recponden di astes, terlihat

.

babur intercitac roTabeasrgan meoeviplnhas hoibom setiap

tamburn zglana tahun 1990-1978 di Kabupaten Maroe cukup
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Urnitak mengetahol

e Y oo e e : rentatabarkhan
k ot ooT e aan el inman

Fendapat Responden Tent
Maondubung Pencapainrn

FPertanyaan @ Apabila pehcapsian
an  huakum di atss ;arret faktor— faLtmr
apa vang mendusungnya’t

L] 3 - e = s b 4 - ) ¥ ¥ L1
T Homor Taktor Fendukung ! = ' A
1 '
i 1
[] ] [ [ '
q i : 1 [l
L] (] 1 a L) T L)
: i - : : liap FREG .
[l ' ' [ [
i i B t i
' - ¥ ' - ' '
- TS 4a,87!
] ' [ [ [
i i 2 r 0
' r 1 ' - L X
i -ty H 1 t ] Lkl g2 g
: ' [ ' [
: . : ) '
] Ind : 2=y EE Y N T o F > t oM t
F o= i aoi-alia San or " j\..' d .n'_'_,|£';_' ¢
; 1 n\ﬂledwan hulkum : " ‘
' ' L ' : '
i 1 12 ] i L
[ [ - [ [ '
5 i : . |
L) L} 1 - L
. i 4 ]
i e Ao Sl . ra :
i i llife ot 4 4 e H e i
L . . T . =
Dt . =843 20 3 L
Totreo—fabk b o mgr o - R T SAD
—— LI S - T . v
e, . TR - - .- I S A = (NS C\Lﬁb’
el Sl 1% repsnnndoen stau 20 Y mongatalzn faktor ka-
i S oua L = . . 1
t.?*-.'!-:l o Net d SWMOoET M . DTAG cndUd D g fii rlgata}’mchi
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bat T1 Maros, ternyats

danat maninghatkan kesadaran huruam masyarakat.
Pelaksanaan penyuluhan hobus  tersebut, mendapat

FECpon vang  pozitif dari warges  maecsyarakat, baik

masarabtat vang herada di przat tata, mattpun
macsyarakat vang tinggal di wilayah pedesaan.

Terjadinva berbagsi bentuk darn jeniz pelanggar-—
an hubkos,  bBaik dalam bidang hulum perdata maupun
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Sotum pidanz, disghabkan kurangnya pemahaman masyara-

ot o torbtodsr moateri betentuen hinkum tersebut, sehing-
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nr nerla dike-iftabntbten mnialaed nevvnloban hubom,
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YPeizhatasn atav pelenggaran
buibum herkurang ataw tetap. menandakan bhahwe kesadar-—
o bubar mezyarakat seninghat. Felashksanaan penvyvulahan
Burasn, harvs hetu!-hetul mampu membanghkitkan motivasi
warga masyarakat untuwr menastinga. Artinva, bagaimana

warga masyarakat mengikuti sekaligus mengerti  dan

memabami ameteri  hukum yang diberikan, agar dalam



tebidupan  sehari-haringa senenbtiass zesuai dengen

tetentuan hukum vang be- 1zt
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! =, edalah karzta per-
stor cinl dEngan agsmas
dani nalai-nilal yang dizngt, sebanyak 35,3345, Inilah

e=zaderan hubus vang  tertinggi, sehingga
dalar =zetiap penyuluhan hukues  seveogvyanvya diarahbkan

pada aspek terszebut. Faktor pendorong ketiga, karena

Enponiden takut hubungan beiknya dengan aparat
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prdana zrg terjadi dus lahbun sebelumnys vabkni  dari

tabun 1776-1997, Menurunnya tindak pidana pada  tahun
1993, berarti  penyuluhan hukoem di daerah ini mem-
derilan peninghatan terhadap kesadaran Bukum
macysarakat untud tidak melakutan tindak pidana.
Demiltian pula, data tindak pidana dan perdata

vang dipercleh pada Pengadilan Negeri Maros, dapst

g

dilihat paeda tabel di bawah ini:

Tabel 11X =
Nate Periara Pidana dan Ferdats Fada
Pengadilan Negeri Maros
Tahun 1975-1798
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rerinesian Pty 190QL o+ - = 4 - 1 '."""’.}.5 +obhon
19997 sebenyol. 31 abae {25,710, btahun 1992 cebkanyak
12 alew: {27,172%%

Do ta Bi atac, Juge menundukban adany &
peninglatan bpeadarzn boem masyvgrebtat,. Hal  lersebut

penurunan perkara perdata dan  pidana

Jari tzhun ke tabun selama borun waktu

1 ahkun

1978, Dengan demlihisan, gpEnyelenggerasn  p

Sutum di ¥abupaten Dasrab Tingtat TT Marpe snéaberiben
t

pengaruh pozitif terhadap heberadaan dan peninghatan
tesadaran halum masyaratat,
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Enap 4

PENUTUP

4.1 ¥esimpulan

1. Metocdedielbnik penvuluwhan hubum vang dilakukan di
Marce vzitu melalul ceramah, himbauan, pengumLiman,
certa pembagian brosur, buku dan yvang paling
bBatt/efeltif nelaluil ceramzh., Penyuluhan huakum
dilaktukan oleh pihak Polres Maros, FPengadilan
Megeri Maros, Keijaksaan Negeri Maros, dan Unsur
Pemda Maros. Adapun materi hukum vang diberikan
adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintae dan Angkutan Jdalan, Peraturan Daerah
darn Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-undang
Nomor 1 Tabun 1974 tentang Perkawinan, Undang-
Undang Agraria, =z=zrta Undang-undamg Marbotika dan
Peitotropika, Materi hukum tersebut kadang dipilih

clch instansi bersanghkutan, dimints clekh  kelompok

== ar - o S atau o 1 e Ml e i oleh
For- 1otz Daesah Tinpkat 1T Maqe

B T s s diiostlt o i1 wileoyah
Mzt opatan Do ocan Tiegbat ID Marcs dapat meningkat-
bz Poreadaron hukum masyarabat, hanya caiz
tunlitan baossdacan hdbkum masyarskat dalam menaati

cEvaturen Roekum, amuanya masih rendesh, yaituw hanya
t pead. sanksin:s Zan buhan didasarkan

L

let o milar-cilel pang dianwbl olseh mereha.




tntul lebhih meningrothaon wualitas kezadaran  hubkum
masyvarakst di wilayah Eabupaten Dasrah Tingékat 17

Morpn, mezih perlu ditingkeitan metode pelalzana

Y]

n
nomvilaben hubus dengan cara melakuban ceramahb
2t poara oEenegar huekon agae warags mazvarakat
termotivaci untuk mengetabuni dan memahami nilai-
pilai vang terkandung dalam peraturan hukum,

Sebaiknya masvarakat di Maros lebih mematuhi hukum
atau mentaati bhulum, yvang didasarkan atas kesadar-—

annva bukan karena tabkut  terhadap sanksinva.

Tetapi oczdar bahwa negara kita adalah negara




mETTT AT
Dru IR ThY -
KA S
L r -
T e
A "\'l-: 4 314 L L. -
.= I [ — Pl . - - i
$2,. 5 = e e
LSS P P LR I W VR SR
PIMHAS D tliamme Panddann,

Zambang Foernomo, 19975, Hul
Hutvn Pldana. L

‘. .. e P =ty ..
Merwawin aL, 17%6. Feraaan
-_h":q'-:)g?_"'f:::‘:-' Jl_l—: _::-;T.Iﬂ_—T. T

Uinivercsitas "4%

-~ - LR R SR to0y I

— =t s IS VN A R a v . =
fr Pepe oz

ey

- : . i Y . B R 4 £

T A HIVES P Wiy ST 5
Blumni. Bamrdunre,

o - ™ 1000 PRI

L A L A e Jeoe T .~

Sre-ionn Snpkanto, 1970,
Phatara, Jdotori

HFafos gzl
L4

LI R S e fa) b e -
" N Tl = b E_,g,:),‘..;.._,—‘;.
M- LE Fad -
= by ?;! [ [
- 14 VRS - ol TR
5 [ =i
oo [ A - ld S DM ]

. Hukum Pidana I. Sinar

zra Pidana dan Peregakan

_":
r3

vakarta

alam HMenunjang Fen-
AARTAEE s o CabpTdoe Lhad-iap
Hivng Fandang.

19872, "tufi Hotuwm dan Masvera-
= Tig .
U T S = il iR
— o 3 mfiaem-Petehacm,
& ’ ] e v - Fu odllE® . - -t - T
S -o'. b .:1{-{.1,!:1:11_— Pl RE I
~F R Banding,
e YAl R R A
21
5 Thgd Hubton  Adalsw Masyarakat.
Sevaitte .
AL Tasicologd HMabkum Paiawzll



. 19B2. Kesadaran Hukum
Fajawali Fers., Jakarta.

Speriono Soekanto dan HMustafa Abdullah,

Hikuw Dalam Masyarakst.

dan Kepatuhan Hukum.

Rajawali,

1987. Sozinlogir

Jakarta.




CLRI WILAYAH BONE
RESORT_MARCS

SURAT KETLEANIAN riNELITIAN

Ne.Fol, : SKQﬁP /X/1002/Binras

Kepala kevelisian Resort Maros, denran ini meneranekan bahwa -~
ahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : ERNIAWATI
Tempat/Tgl lahir : Bulukumba / 11 Napember 1973
Jenis kelamin : Perempuan .

Mahasiswa Fakultas Hukum Univ 45 Ujune -
Pandane . ‘

Jin, Muh YAMIN Rt E/V Maccini parang =
Yjune Pandang .

Inst / Peker jaan

Alamat

erdasarkan Surat Kepala Kanter SOSPOL Kab Mares Naemer 070/38/Kep @8
ahwa yang bersanekutan telah melakeanakan Wawancara dan pensambilan
ata di Pelres Mares mulai tanseal 30 Mei s/d tanesal 31 Juli 1998 -
ehubungap_dengan penyusunan Skripsi denean judul ¢

" EFEKTIVITAS PENYUKUHAR HUKUM TERMADAP PENINGKATAN KESADARAN -
HUKUM MASYARAKAT DI DAERAH TK II KAB MAROS *

Demikian surat keterangan inl diberikan kenada yane bersangku =
an untuk dipersunakan seperlunya ,

Mares , 29 Okteber 1998




KEJAKSAAN NEGERI MAROS

JL DR SAM RATULANGI NO 18 TELEPON 3700v
MAROS

SUPAT KETEPANGAN PuliawLIUIAN

Nomor 8-43'/80401513/07/1998 .-

Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a : SUPIANA SUP™I, SH.
Pangkat / N i p. ¢+ Ajun Jaksa / 230020803,
Jabsatan : Pls, KASI PIDANA UMUM

Eenerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a . : KRNIATI o
Tempat/tgl.lahir ¢ Bulukumba, 11. Nopember 1973

" Pak/Universitas : Hukum / Universitas 45°'Ujung Pandang.
No. Stambuk : 9591060026 .
Alamat : Jl, Muh. Yamin RT. E/V Maccini Parang

Ujung Pandang.
Telah mengadakan wawancara dan mengambil data pada Kejaksaan Ne =
geri Maros mulai tanggal 30 Mei 1998 s/d tanggal 31 Juli 1998 da=~
lam penyusunan Skripsi yang berjudul :

" BFEKTIFITAS PRNYULUHAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT DI DAEPAH TK.II KAB. MAROS "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan

uotuk dipergunakan seperlunysa,
Maros, 03 Agustus 1998.

_;;’“‘rlu-|7}pl FIDANA UMY,
(550 wﬁ

SR .
(y*ﬁ— i auwll 4 SUPPL, Sli.
\ 1&9 u JAwSA HIP. 230020803.-




PENGADILAN NEGERI MAROS
Jalan Dr. Ratulangi No. 36 Kode Pos 91511
Telephon (0411} 371317 - 371318 Kab. Maros

SURAT KETERANZAN PUHELITIAN

Xomor : wls.nll.AT.ol.oa-(£§3' / 1998

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a o =& : Ho HAMANG SCNGG0,5.IP
Pangkat / Gol : Penata Tk, I ( ITI/4 ) . .
Jabatan : Panitera/~“ckbetaris Pengadilan Negeri Maros .

menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

-

K a na : ERNIWATI
Tempat/tgl lahif : Bulukumba , 11 Nopember 1973
Jenis kelawin : Perempuan
Inst/ Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Univ . 45 U, Pandang.

Alamat : J1, Muh. Yamin BT, E/V Maccini Parang UP ,

Telah mengadakan wowancara dan mengambil data pada Pengadilan “egeri -
Maros xehubungan dengan skripsinya yang berjudul :
n FFEKTIVITAS PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN-

HUKUM MASYARAKAT DI DAERAH TINGKAT II KARUPATEN MARCS "

Demikian surat keterangan ini kari berivern kenmada yang bersangkutan untuk-

dipergunakan sebagaimana mestinya .

Laii WGERT MARGS
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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAROS
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

Jalan Jenderal Akhmad Yani No. 6 Telp. 371023 Maros, 90511

SURAT ¥ETERANGAN PENELITIAN

Nomor 1 N7n/86/1ux.

by bertanda tangan di bawah ini @

N ama : Drs. H.Muh. Nawir

Fangt at/Nip : Pembina / 580 014 049

Jabatan : Asisten Tatapraja Setwilda Th. I1 Haros

tanghkan bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini

N a m a t ERNIWATI
Tempat/Tgl.Lahir 3 Bulukumba, 11 Nopember 1977
Fakuittas 3 Hukum Universitas 435 Ujung Fandang.

No. Stambuk 459100028

"

Jl. Muh. Yamin Rt. E/V Haccina FParang
Uijung FPandang.

Al amat

mengadak an wawancara dan mengamhil data pada Bagian Hubum
da TF. Tl Maros eulai tanggal 28 juni s/d & juli 1998
rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IVITAS PENYULUHAN HUNUM TERHADAF PENINGKATAN EKESADARAN
MASYARANAT DI DAERAH TINGKAT 11 FABUFATEN MARDS™

Demil ian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunalb an
mana mestinya.

Maros, 10 Juli 19948

SEKRETARIS WllLAavaH DAERAN
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e 1//f/\(
N kLo Br/{ju MUH.  NANIR
_////%anqkat : Pembina
L N ip : 580 014 069




